BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

Menimbang

Mengingat

1.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EESA
BUPATI KIENDAL,

- a. bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2007,
maka perlu diatur besarnya tunjangan perumahan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menctapkan Peraturan Bupat
Kendal tentang Tunjangan Perumahan bagl Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2013 ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 11
Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi  Jawa Tengah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;

>
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 J;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan  Dacrah ( Lembaran Negara
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Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438) ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dacrah, dan Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
Indoncesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penctapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dart Hal Pcembentukan Dacrah-dacrah
Kabupaten di Jawa  Timur/Tengah/Barat  dan  Dacrah
Istimewa Yogvakarta,

Pceraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat Il Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;

Pceraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
LLembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 44 10)
schagaimana telah  diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dcwan Pcrwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

. Peraturan  Pemerintah - Nomor 79 Tahun 2005  tentang

Pedoman  Pembinaan  dan  pengawasan,  Penyelenggaraan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang
Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerimtahan  Dacrah Provinsi  dan  Pemerintahan Dacrah
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Kabupaten/Kota.  (Lembaran  Negara  Republik  Indoncsia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4737 ) ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan ;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah scbagaimana
teclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentang  Urusan Pemerintahan Wajih  dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2007 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 12)

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal tahun 2005 Nomor |
Seri E No. 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun
2007 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Kceuangan Pimpinan dan Anggota Dcewan
Perwakilan  Rakyat Dacrah Kabupaten Kendal (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 3 sert E No. 2,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 1)

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Tahun
2012 Nomor 16 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 108)

Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2013 (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2012
Nomor 61 Seri A No.3)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN
2013.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Dacrah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah
schagai unsur penvelenggara Pemerintahan Dacrah.

3. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah  vang  sclanjutnya
disingkat  DPRD adalah  Lembaga  Perwakilan  Rakyat
Daerah sebagai unsur Penycelenggara Pemerintah Dacrah.

4. Anggaran Pcndapatan Belanja Dacrah yang sclanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja

Dacrah Kabupaten Kendal.

BAB 11
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2
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Dalam hal Pemerintah Dacrah belum dapat menycediakan
rumah jabatan bagi Pimpinan atau rumah dinas Anggota
DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Pcrumahan scbagaimana dimaksud pada
avat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan

sctiap bulan terhitung scjak bulan Januari 2013,

Pasal 3

Besarnva tunjangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

avat (2} diatur schagat berikut

a. Wakil  Kcetua  DPRD  masing -  masing  schbesar
Rp. 4.500.000.00,- (cmpat juta lima ratus ribu rupiah) /
bulan.

b. Anggota DPRD masing - masing schesar Rp. 4.250.000.00,-

(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) / bulan.
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Pasal

Prosedur pencairan dana tunjangan perumahan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) sesual dengan Peraturan

Perundang - undangan.

BAB 111
KIETENTUAN PENUTUP
Pasal o
Scgala blava yvang  tmbul  sebagar  akibat  dictapkannya
Peraturan Bupat i, dibebankan pada APBD Kabupaten

Kendal Tahun Angearan 2013,

Pasal o

Peraturan Bupati inl mulad berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyea, memerimtahkan
pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya

dadam Berita Dacrah Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendad

Pada tnepal /@ vonwar, 2013

BUPATI KENDAL,
/ - ," ’

WIDYA KANDI SUSANT

Diundangkan dr Kendal
Pada tangoal @ ~Jonvars Jord

SERKRETARIS DAIRAL
KABUPATEN KENDAL
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BAMBANG DWIYONO

BERITA DALERAI KABUPATEN KISNDAL TAHUN 2013
NOMOIR “ SR € NO S



